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ABSTRAK 

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Association Of Southeast 

Asian Nations) setuju melakukan hubungan ekonomi dengan negara China. Sejak 

berlakunya Perjanjian ACFTA (ASEAN- China free trade area) pada 1 Januari 

2010,  Indonesia seakan menjadi negara yang selalu dibanjiri produk-produk luar. 

Bahkan ketergantungan negara Indonesia terhadap produk impor kian 

membahayakan perindustrian nasional bila hal ini tidak segera ditanggulangi. 

Dampak yang sangat dirasakan atas adanya perjanjian tersebut oleh Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) pedagang di Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang 

menjual Bawang Putih Impor. Hal ini membuat kondisi perekonomian dalam 

negeri semakin sulit dengan membanjirnya produk Bawang Putih Impor dari 

China di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu 

Bagaimana Dampak dari Perjanjian ACFTA terhadap Usaha Mikro Kecil 

Menengah (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru dan Kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap 

Dampak Perjanjian ACFTA (pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observational research yang bersifat deskriptif dengan alat pengumpul data yaitu 

wawancara. Alasan penulis mengambil metode penelitian ini agar dapat menilai 

kebijakan pemerintah dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) atas Dampak dari Perjanjian ACFTA dengan bebas masuknya produk 

China ke Indonesia. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari Perjanjian 

ACFTA terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Bawah 

Kota Pekanbaru seluruh pedagang bawang putih hanya menjual bawang putih 

impor dari China. Sementara kendala yang ditemui rendahnya kesadaran dari 

pedagang atau para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya dan dari dinas 

terkait juga kurang memperhatikan situasi yang terjadi untuk membantu para 

pelaku usaha yang ada di Kota Pekanbaru dalam pendanaan dan pembinaan bagi 

para pelaku usaha untuk mampu bersaing secara global dengan masuknya produk-

produk impor setelah Perjanjian ACFTA. 
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ABSTRACT 

 Countries that are members of ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations) agree to have economic relations with China. Since the entry into force 

of the ACFTA (ASEAN-China free trade area) Agreement on January 1 2010, 

Indonesia seems to be a country that is always flooded with foreign products. 

Even the dependence of the Indonesian state on imported products is increasingly 

endangering the national industry if this is not immediately addressed. The impact 

that was felt on the existence of the agreement was by Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) traders in Pasar Bawah, Pekanbaru City who sold 

Imported Garlic. This makes domestic economic conditions more difficult with the 

flood of imported garlic products from China in Pekanbaru City. 

Based on the above background, the authors are interested in conducting 

research on this matter by taking the main problem, namely How the Impact of 

the ACFTA Agreement on Micro, Small and Medium Enterprises (imported garlic 

traders) in Pekanbaru City and the obstacles faced in implementing the 

Protection of Micro, Small and Medium Enterprises against Impact of ACFTA 

Agreement (imported garlic traders) in Pekanbaru City. 

The research method used in this study is descriptive observational research 

with data collection tools, namely interviews. The reason the author took this 

research method was to be able to assess government policies in protecting 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the Impact of the ACFTA 

Agreement with the free entry of Chinese products into Indonesia. 

The results of this study indicate that the impact of the ACFTA Agreement 

on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasar Bawah, Pekanbaru 

City, all garlic traders only sell imported garlic from China. Meanwhile, the 

obstacles encountered are the low awareness of traders or business actors to 

register their businesses and from related agencies also not paying attention to 

the situation that occurs to help business actors in Pekanbaru City in funding and 

coaching for business actors to be able to compete globally with the entry 

imported products after the ACFTA Agreement.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Kebutuhan adalah faktor penting yang membuat manusia saling 

melakukan hubungan satu sama lain untuk memenuhinya. Begitu besar 

dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia yang diperlukan menyebabkan 

terjadinya hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu 

yang lainnya, baik dalam lingkup satu negara maupun dalam beberapa 

negara yang melakukan kerja sama guna memenuhi kebutuhan kehidupan 

masyarakatnya. Hal ini menjadi pendorong kuat bagi negara lain di dunia 

yang melintasi batas samudra dan benua untuk dapat melakukan kerjasama 

dalam hal sosial, politik maupun ekonomi. 

Dalam lingkup hubungan yang dilakukan antar individu dalam 

suatu masyarakat internasional dapat menggambarkan beranekaragamnya 

kebutuhan tersebut. Seorang membutuhkan pakaian yang dibuat oleh 

penjahit, seorang juga membutuhkan makanan bergizi seperti sayur-mayur 

dan aneka makanan lainnya sehingga untuk memenuhinya diperlukan 

adanya hubungan dengan pedagang sayur atau petani sayuran dimana 

tempat ia tinggal. Begitu kompleksnya kebutuhan tersebut membuat 
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manusia terus berpikir bagaimana cara untuk memenuhinya tanpa 

menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik. 

Selain kebutuhan akan hal-hal pokok seperti sandang yang 

diwujudkan dalam bentuk pakaian yang bersih dan layak, pangan yang 

diharapkan dapat memenuhi asupan gizi yang cukup dan papan sebagai 

tempat bernaung atau tinggal yang layak agar terhindar dari hujan dan 

panas, seseorang juga membutuhkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

memadai guna menunjang proses hidupnya di zaman yang terus 

berkembang ini. Oleh sebab itu begitu banyaknya negara di dunia yang 

mengembangkan teknologi dalam hal komunikasi dan transaksi karena hal 

tersebut dirasa sangatlah penting bagi hubungan dan kelangsungan 

kerjasama dalam suatu negara agar lebih baik dimasa depannya. Dengan 

adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan bagi sesama subjek 

hukum melakukan hubungan hukum melintasi negara, benua maupun 

samudera membuat kebutuhan manusia makin mudah didapat dan 

terpenuhi. 

Seseorang konsumen membutuhkan berbagai macam alat 

kebutuhan untuk dapat saling berhubungan dengan produsen yang jauh 

jaraknya sekalipun. Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk 

melakukan hubungan hukum lintas negara inilah yang perlu diatur agar 

tidak terjadi kesenjangan dan perbedaan kepentingan yang berujung 

konflik antara konsumen yang satu dengan konsumen lain dan produsen 

satu dengan produsen yang lain ataupun antara konsumen dan produsen. 
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Begitu besarnya pengaruh kebutuhan dalam hidup seseorang menyebabkan 

seseorang harus dapat saling berinteraksi terhadap orang lain yang berbeda 

latar belakang sosial maupun politik. Disinilah hukum harus mengatur agar 

segala jenis kesenjangan dan perbedaan antara subjek hukum tetap 

harmonis dan berjalan beriringan tanpa ada merasa di rugikan antara 

keduanya. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, suatu negara memiliki 

peranan yang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu negara yang 

berdaulat. Negara tersebut harus ada hubungan kerjasama menyertai 

negara satu serta negara yang lain yang sama-sama saling membutuhkan. 

Karena sangat besar terikat suatu negara dengan negara lain untuk saling 

mencukupi kebutuhannya, setiap negara pasti mempunyai perjanjian 

dengan negara yang lain dan setiap negara juga diatur dalam perjanjian 

internasional dalam kehidupannya. (Mauna, 2005, hal. 82) 

Dalam menjalankan kerjasamanya, negara yang saling 

berhubungan haruslah membuat suatu perikatan atau perjanjian agar 

hubungan keduanya diatur dengan jelas dan tidak menjadi boomerang bagi 

kedua negara tersebut. Berdasarkan  pasal 1313 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. “suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Sebaliknya perjanjian internasional di definisikan oleh Pasal 2 Konvensi  

Wina 1969, Perjanjian Internasional (treaty) adalah suatu perjanjian yang 
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disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh 

Hukum Internasional, baik itu dalam satu, dua atau lebih dokumen.  

Ketentuan ini akhirnya dikembangkan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-

undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian 

internasional yaitu perjanjian pada wujud serta penyebutan lainnya, diatur 

dengan hukum internasional dan dibentuk dengan tertulis oleh Pemerintah 

Republik Indonesia dalam berbagai negara, organisasi internasional atau 

subjek hukum internasional lainnya, serta melahirkan hak dan kewajiban 

bagi Pemerintah Republik Indonesia yang berkarakter hukum publik. 

(Mauna, 2005, hal. 84) Perjanjian internasional ini memiliki derajat serupa 

terhadap undang-undang karena perjanjian ini cuma dapat dilakukan 

dengan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Asyhadie, 2012) 

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa “ 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. 

Persetujuan yang disimpulkan pada perjanjian tersebut menjadi 

landasan hukum intenasional untuk menyusun tindakan negara-negara atau 

subjek hukum lainnya di dunia. Serta secara umum dapat disimpulkan 

bahwa bentuk dari suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek 

hukum internasional, pembuatannya juga diatur oleh hukum internasional 

dan akibatnya adalah mengikat subjek-subjek yang menjadi para pihak. 

(Mauna, 2005, hal. 82) Penyusunan perjanjian internasional umumnya 

menggunakan beberapa langkah yaitu perundingan (negotiation), 
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penandatangan (signature) dan pengesahan (ratification). Dan terdapat 

juga perjanjian yang segera berlaku dengan melalui dua langkah yaitu 

langkah perundingan dan langkah penandatanganan, dan terdapat juga 

perjanjian, biasanya perjanjian tersebut penting dan harus berlaku melalui 

tiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan tergantung 

pada jenis perjanjian tersebut. (Mauna, 2005, hal. 83) Perjanjian inilah 

yang nantinya akan mengatur bagaimana proses suatu negara  dalam 

melakukan hubungan, baik dalam hubungan ekonomi maupun yang 

lainnya. Dalam hal Ekonomi, negara-negara didunia membentuk suatu 

perjanjian antara satu negara dengan negara lain untuk membangun 

perekonomian dalam negeri guna kesejahteraan rakyatnya. Perjanjian 

kerjasama tersebut  dapat berupa peningkatan maupun penurunan jumlah 

impor dan ekspor barang-barang tertentu yang dibutuhkan dalam 

kerjasama antar negara tersebut ataupun dapat melakukan kerjasama lain 

yang bertujuan pada kemudahan dan peningkatan pendapatan masyarakat 

dengan memasarkan produk mereka ke negara lain. 

Terdapat aturan yang lahir sejak lalu dan mengatur mengenai 

perdagangan internasional secara menyeluruh. Hukum internasional yang 

mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam General 

Agreement On Tarif And Trade (GATT) yang ditandatangani oleh banyak 

negara pada tahun 1947 dan mulai berlangsung di banyak negara pada 

tahun 1948. (AK, 2007, hal. 17) Seiring perkembangan zaman dibentuklah 
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badan khusus yang menangani permasalahan perdagangan dalam sekup 

internasional. 

Sebagai bagian dari final act putaran Uruguay, negara-negara 

anggota GATT nyatanya sepakat untuk menyetujui, maka mulai 1 januari 

1995 membentuk suatu organisasi perdagangan dunia bernama world trade 

organization (WTO). (Hatta, 2006, hal. 6) Dengan terlaksananya 

perundingan Uruguay Round, negara-negara peserta perundingan, 

akhirnya berhasil menyepakati terbentuknya organisasi perdagangan dunia 

(WTO) sebagai penerus GATT dengan wewenang  yang lebih luas dari 

wewenang GATT. (Sood, 2012, hal. 89) Oleh sebab itu dengan dimulainya 

era perdagangan global, negara-negara didunia mulai mengembangkan 

perdagangan sekelas dunia dengan kerjasama yang dianggap dapat 

menguntungkan negara karena dirasa berdampak positif bagi negara-

negara didunia. 

Perdagangan didunia juga sudah banyak diwarnai dengan 

kehadiran negara-negara berkembang. Demikian  pula dengan negara-

negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam 

AFTA, negara-negara berkembang yang berada di kawasan Asia Pasifik 

yang berada di dalam organisasi ekonomi APEC maupun dalam hubungan 

antara negara-negara ASEAN dan China (CAFTA) akan mempunyai 

peluang untuk memanfaatkan kesempatan guna meninggalkan akses pasar 

di negara maju serta saling membuka pasar di lingkungan mereka sendiri. 

(Sood, 2012, hal. 90) 
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Hal inilah yang terjadi antara negara-negara yang tergabung dalam 

ASEAN (Association Of Southeast Asian Nations) dengan negara yang 

memiliki jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar 

yaitu China. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN setuju 

melakukan hubungan ekonomi dengan negara China. Hubungan tersebut 

telah diatur dalam ACFTA (ASEAN- China free trade area) atau ada yang 

menyebutnya dengan CAFTA (China- ASEAN free trade area). 

Pada dasarnya kedua penyebutan perjanjian tersebut sama saja, 

karena tidak merubah bentuk ataupun isi perjanjian yang telah 

diperjanjikan antara negara-negara tersebut. Kerangka kesepakatan 

kerjasama ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 

2002 lalu dan mulai diberlangsung pada 1 Januari 2010. Meskipun 

dikatakan berlaku pada tahun 2010, namun pelaksanaanya sudah mulai 

sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Diantaranya penurunan secara 

bertahap dalam bea dan cukai barang impor tertentu. (Jenderal, 2017) 

Indonesia yang tergabung dalam ASEAN mempunyai peran dalam 

menentukan kebijakan perjanjian ACFTA tersebut. Indonesia memiliki 

harapan yang baik terhadap adanya perjanjian yang dibuat dalam bidang 

perdagangan lintas negara itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri. Bila dilihat dari isi perjanjian, Indonesia memiliki harapan 

yang besar terhadap kerjasama antara negara ASEAN dan China untuk 

dapat bersatu membangun perekonomian dimasing-masing negara secara 
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bersama. Akan tetapi dalam kenyataannya Indonesia dinilai kurang siap 

dalam menjalankan isi dari perjanjian ACFTA. 

Hal ini dibuktikan dengan maraknya produk asing yang dapat 

dijumpai dipasaran mengalahkan produk-produk buatan dalam negeri 

sendiri. Sejak berlakunya ACFTA pada 1 Januari 2010,  Indonesia seakan 

menjadi negara yang selalu dibanjiri produk-produk luar. Bahkan 

ketergantungan negara Indonesia terhadap produk impor kian 

membahayakan perindustrian nasional bila hal ini tidak segera 

ditanggulangi. 

ACFTA yang telah dirancang dan dibuat sejak November 2001 ini 

menegaskan bahwa kesepakatan dari perjanjian yang tertuang didalamnya 

akan mulai diberlakukan pada Januari 2010. Dalam kurun waktu 10 tahun 

tersebut, negara-negara yang tergabung dalam perjanjian ACFTA terus 

membangun dan memperbaiki infrastruktur serta sarana guna 

menyongsong berlakunya ACFTA pada tahun 2010 lalu. Namun dari 

berbagai negara yang ada, Indonesia dianggap kurang memperhatikan 

pembangunan infrasturktur dan sarana bagi pembangunan ekonomi guna 

menghadapi perdagangan bebas yang menjadi tujuan utama dari perjanjian 

ACFTA. 

Indonesia yang merupakan negara luas dan subur tidak dapat lagi 

menghasilkan bahan makanan yang dapat mencukupi kebutuhan 

masyarakatnya. Pangan yang menjadi faktor utama penunjang kehidupan 
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manusia, beraneka macam produk pertanian China membanjiri pasar lokal 

yang sejak dahulu tidak tergantikan perannya dalam importir bahan 

pertanian misalnya, bawang putih yang merupakan bahan pokok penting 

dan menjadi kebutuhan penting masyarakat di Indonesia, bawang putih 

produksi pertanian dalam negeri yang dihasilkan juga belum banyak dan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri. Hal tersebut 

yang menjadi kecenderungan bagi masyarakat Indonesia terutama untuk 

para pelaku usaha yang  hanya mengandalkan barang-barang asing 

tersebut. 

Perjanjian ACFTA yang dianggap akan dapat memperbaiki 

perekenomian dengan sistem perdagangan bebas yang malah 

memperburuk keadaan ekonomi bagi produsen lokal berskala menengah 

kebawah. Yang perlu diprihatinkan adalah produk bawang putih dalam 

negeri yang akan tergantikan oleh bawang impor dari negara seperti China 

sehingga budaya buatan lokal yang menjadi ciri khas masakan Indonesia 

tersebut telah berganti dengan produk dari China. 

Pada masa pelaksanaan ACFTA Indonesia banyak mengimpor 

sayuran, khususnya bawang putih dari China yang termasuk ke dalam 

tanaman holtikultura ini. China merupakan pengekspor bawang putih 

terbesar ke Indonesia sejak tahun 2002, sebelum program ACFTA 

dijalankan. Ketika program EHP diterapkan, impor bawang putih dari 

China ke Indonesia terus meningkat. Laju pertumbuhan impor bawang 

putih dari China sebesar 7% setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah 
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volumenya, produksi bawang putih lokal jauh lebih sedikit jika 

dibandingkan produksinya di Indonesia. Produksi bawang putih lokal 

bahkan setelah dijalankan program EHP tahun 2004 justru semakin 

menurun dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,8% sedangkan impor 

semakin meningkat. (Putra Aditama Haribowo, 2014) 

Yang sangat perlu dikhwatirkan adalah politik dumping yang 

dilakukan China hal tersebut tentu dapat mematikan produsen lokal yang 

bergerak dalam produksi pertanian khsususnya bawang putih. Padahal 

dalam ketentuan umum yang diselenggarakan dalam ACFTA, mengatakan 

bahwa adanya hubungan kerjasama melalui dengan adanya ACFTA ini 

adalah untuk menjalin hubungan kerja sama yang sehat dan baik. Namun 

pelanggaran mulai dilakukan oleh China dengan melakukan dumping. 

Selain itu ketentuan mengenai Sensitive Track yaitu terdapat Highly 

Sensitive List yang didalamnya juga terdiri dari produk pertanian seperti 

bawang, kentang dan lainnya yang terdapat dalam Pasal 3 Kerangka 

Kerjasama ACFTA dengan beberapa bahan makanan yang di impor dari 

China dan dijual dengan bebas di pasar lokal dengan mudah ditemui sesuai 

dengan yang peneliti temui dilapangan dalam prasurvei. 

Di Riau sendiri tepatnya di pasar bawah Kota Pekanbaru, yang 

dianggap sebagai tempat dari perdagangan dan pemerintahan di Provinsi 

Riau. Membanjirnya bawang putih impor dari China yang beredar dijual 

dengan harga murah yaitu Rp 26.000 per kilogram sedangkan bawang 

putih lokal berkisar di harga Rp 40.000 per kilogram pasca ACFTA 
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membuat produsen lokal sulit bersaing  akibat dari produk asing tersebut. 

Dikarenakan ACFTA masih tetap dianggap memberi keuntungan bagi 

negara dengan adanya trade balance akan tetapi, keuntungan bagi negara 

belum tentu juga keuntungan bagi masyarakat. Sehingga  para petani yang 

merugi akhirnya bangkrut, menyebabkan banyak pengangguran, dan 

tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat. 

Karena dari hal tersebut perlu adanya bantuan dari pemerintah 

dalam menghadapi dan menyikapi persaingan dalam perdagangan pasar 

bebas bagi pedagang bawang putih khsususnya di Pasar Bawah Kota 

Pekanbaru. pemerintah diharapkan memahami isi dan maksud tujuan dari 

perjanjian ACFTA tersebut untuk mengambil keputusan dan tindakan yang 

dapat menguntungkan bagi pedagang berskala kecil menengah khsusunya 

di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perjanjian ACFTA (ASEAN-

China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya terhadap Usaha 

Mikro Kecil Menengah (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar Bawah 

Kota Pekanbaru”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Dampak dari Perjanjian ACFTA Terhadap Usaha 

Mikro Kecil Menengah (pedagang bawang putih impor) di Kota 

Pekanbaru? 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan Usaha 

Mikro Kecil Menengah Terhadap Dampak Perjanjian ACFTA 

(pedagang bawang putih impor) di Kota Pekanbaru? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dampak bagi usaha mikro kecil menengah 

bawang putih impor terhadap perjanjian ACFTA di Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah bawang putih 

impor terhadap Dampak Perjanjian ACFTA di Kota 

Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitiaan 

Berikut  manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, untuk memberikan informasi secara ilmiah 

dalam mengkaji gejala yang timbul akibat dari perjanjian 

ACFTA terhadap usaha masyarakat kecil menengah, serta 

menjadi informasi untuk perlindungan hukumnya bagi usaha 

masyarakat kecil menengah. 

2. Secara praktis, untuk membantu memberi referensi bagi 

masyarakat luas yang akan membuka usaha berskala kecil 

menengah agar lebih berhati-hati menjalankan usaha setelah 

adanya perjanjian ACFTA. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui penelitian dengan judul “Dampak Perjanjian 

ACFTA (Asean-China Free Trade Area) dan Perlindungan Hukumnya 

Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pedagang Bawang Putih 

Impor) Di Pasar Bawah Kota Pekanbaru.” Dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian sebelumnya sangat berbeda. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi. terdapat 

karya ilmiah untuk dibandingkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

ini, yaitu di antaranya: 
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Penelitian skripsi yang disusun oleh Sigit Pamungkas, Jurusan Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Pada tahun 

2015 dengan judul “Dampak Perjanjian ACFTA (Asean-China Free Trade 

Area) dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Dalam Perdagangan Mainan Anak-anak Di Kota 

Pekanbaru”. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

perlindungan terhadap Dampak dari Perjanjian ACFTA (Asean-China 

Free Trade) dalam perdagangan mainan anak-anak. 

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (Survei) 

dan mencari permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya 

perjanjian internasional tersebut serta serta kendala-kendala dalam survei 

lapangan. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada dengan cara 

meninjau langsung ke lapangan dan mengambil data yang diperlukan, serta 

memperoleh sebagian data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena 

dampak perjanjian ACFTA. 

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa usaha kecil sudah 

banyak menjual produk-produk impor yang sudah tersebar di seluruh 

daerah di Indonesia tidak terkecuali Pekanbaru. ternyata memiliki dampak 

tersendiri bagi para pelaku usaha kecil. 

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama membahas tentang dampak perjanjian ACFTA dan 

perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Sedangkan 
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perbedaannya penelitian tersebut khusus membahas tentang perlindungan 

UMKM dalam perdagangan mainan anak-anak, sedangkan penelitian ini 

khusus membahas tentang perlindungan bagi UMKM terhadap pedagang 

yang menjual bawang putih impor, disamping itu berbeda tempat 

penelitiannya. 

Menurut Mochtar kusumaatmadja, hukum yaitu keseluruhan 

pedoman serta dasar-dasar dalam mengatur persoalan hidup terhadap 

masyarakat untuk bertujuan menjaga keteraturan serta mencakup lembaga-

lembaga dan metode untuk menciptakan berlangsungnya kaidah demi 

kenyataan dalam masyarakat. (Tutik, 2006, hal. 27)  

Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum membuat gabungan 

peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam berbentuk 

perintah atau larangan bersifat mengikat dan memaksa terhadap suatu 

individu atau kelompok masyarakat serta bagian yang penting adalah 

melindungi ketertiban umum dan jika dilanggar dapat mendapatkan sanksi. 

(Tutik, 2006, hal. 31) 

Bentuk hukum yang terdapat didalam negara disebut hukum 

positif. Hukum positif adalah hukum yang terjadi didalam negara, bagi 

keadaan tertentu. (Dirdjosisworo, 2010) hukum merupakan tata cara 

didalam masyarakat yang adil dan damai demi menjaga keteraturan antara 

hak dan kewajibannya. (Tutik, 2006, hal. 32) sedangkan tujuan yang utama 

dari hukum adalah menegakkan keadilan. (Tutik, 2006, hal. 33) 
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Dari aspek filsafat hukum tujuan dari perlindungan kepada usaha 

kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui 

pemerataan kesempatan berusaha. Keadilan merupakan tujuan hukum 

yang saling esensial. Menurut anggapan umum makna hukum ialah 

mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Makna ini tercapai dengan 

dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi 

kehidupan bersama itu. (Heijber, 1988, hal. 274) 

Dalam hukum terdapat aspek sumber hukum, sumber hukum 

sendiri merupakan bentuk apapun yang bisa melahirkan ketentuan yang 

memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa, ketentuan-ketentuan yang 

apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. 

(Asyhadie, 2012, hal. 5) Adapun sumber sumber hukum sebagai berikut : 

(Asyhadie, 2012, hal. 6) 

1. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

dengan pesrsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum menetapkan suatu 

masalah yang belum ada  

3. Kebiasaan merupakan tingkah laku manusia yang dilakukan 

berulang-ulang dalam hal dan keadaan yang sama; 

4. Perjanjian merupakan suatu keadaan yaitu pihak yang satu berjanji 

kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak 

melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian terkait oleh perjanjian yang mereka buat; 

5. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua 

negara atau lebih (bilateral atau multilateral); 

6. Doktrin/pendapat para ahli, dikenal dengan pendapat yang 

dikatakan tersebut harus sama dengan pendapat umum para sarjana 

(Communis Opinio Doctorum). 

Dijelaskan bahwa hukum internasional adalah dasar sumber hukum 

perjanjian internasional yang paling penting, yaitu instrumen yuridik 
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dalam menghimpun kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum 

internasional lainnya bagi kepentingan bersama. (Mauna, 2005, hal. 82) 

Perundingan pada suatu konfensi internasional baik yang bersifat 

bilateral maupun multilateral umumnya dilaksanakan oleh utusan-utusan 

yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. (Mauna, 2005, hal. 

100) 

Penyusunan perjanjian internasional umunya melewati beberapa 

tahap yaitu perundingan (negotiation), penandatanganan (signature) dan 

pengesahan (ratification). Ada perjanjian yang dapat segera berlaku hanya 

melalui dua tahap perundingan dan tahap penandatanganan, dan ada pula 

perjanjian, biasanya perjanjian yang penting yang berlaku harus melalui  

tiga tahap yaitu, perundingan, penandatanganan dan pengesahan, 

tergantung dari jenis perjanjian itu sendiri. (Mauna, 2005, hal. 83) 

Perjanjian internasional dibutuhkan sebagai bentuk kepastian dalam 

melakukan hubungan internasional seperti perdagangan dan hubungan 

keperdataan lainnya. Aktifitas bisnis internasional bisa terlaksana dengan 

cara ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak 

atas kekayaan intelektual atau aktifitas-aktifitas bisnis lainnya yang 

berhubungan dengan perdagangan internasional. (Sood, 2012, hal. 1) 

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak tergabung dalam anak 
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perusahaan ataupun tidak sebagai cabang perusahaan, dimiliki atau 

merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan 

usaha berskala menengah atau kegiatan usaha besar yang memiliki kriteria 

Usaha Kecil. (Rahdiansyah, 2018) 

Kegiatan usaha mikro dan kecil juga mempunyai daya jual pasar 

yang cenderung tinggi, menimbang biaya produksi yang cenderung lebih 

rendah harga produk yang tertera pun relatif rendah, dengan demikian bisa 

terjangkau dalam ruang lingkup pasar didalam negeri dan bahkan luar 

negeri. Dalam hal lain, meningkatnya jumlah industri koperasi dan usaha 

kecil yang meningkat juga dan dijumpai disetiap berbagai sektor. Belum 

lagi, kapasitasnya yang cukup besar dalam menampung tenaga baru. 

(Rahdiansyah, 2018) 

Menurut  Pasal 5 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

1. Melaksanakan sistem perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan.  

2. Menumbuhkan kompetensi usaha mikro,kecil dan menengah 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 

3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan rakyat dari 

kemiskinan. 

 

Dengan melihat isi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang bertujuan untuk mulia 

dengan program kemandirian UMKM, maka penulis hendak melakukan 
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penelitian terhadap UMKM setelah adanya perjanjian ACFTA yang 

berdampak besar bagi perekonomian Indonesia terutama di Kota 

Pekanbaru dalam perdagangan makanan di pasar tradisional. 

 

E. Konsep Operasional 

 

Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas 

penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan penjelasan bagi 

istilah yang berada pada judul dan ruang lingkup penelitian dampak dari 

ACFTA sendiri dan perlindungan hukumnya terhadap usaha masyarakat 

kecil menengah di Kota Pekanbaru. 

Dampak adalah contoh sebuah hal atau bentuk kuat yang dapat 

berupa (baik positif maupun dalam hal negatif). (Pusat, 2013, hal. 290) 

ACFTA adalah perjanjian yang dibentuk di Phnom Penh, Kamboja 

pada 4 November 2002 dan mulai berlangsung pada 1 Januari 2010 antara 

anggota-anggota ASEAN dan China dengan memberlakukan free trade 

area antar kawasan negara-negara anggota. 

Perlindungan adalah proses, cara atau suatu perbuatan yang 

melindungi atau orang yang melindungi. (Hukum, 2006) 

Hukum merupakan seluruh peraturan atau dasar-dasar dalam 

aktifitas masyarakat yang dapat diharuskan dengan terdapat sanksi pada 

pelaksanaanya. (Marbun, 2012, hal. 124) 
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Usaha mikro kecil menengah disingkat (UMKM) yaitu sebutan 

untuk merujuk pada bentuk badan usaha kecil yang memiliki jumlah 

kekayaan paling bersih sebanyak Rp 200.000.000 diluar tanah dan 

bangunan tempat usaha, serta usaha yang berdiri sendiri. Menurut 

Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 penjelasan Usaha Kecil yaitu: 

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang 

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 

untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”. (Walles, 2019) 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, 

menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adalah sebagai berikut : 

a) Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi 

(observational research), dengan memakai penelitian survei, jadi suatu 

penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lokasi penelitian 

guna mendapat informasi dan data yang berkaitan dalam penelitian penulis 

ini. Penelitian survei adalah penelitian yang mendapatkan semua populasi 

dalam menjadikan responden dengan menggunakan wawancara dan atau 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bisa dilihat dari sifat 

penelitiannya,  dilihat dari sifatnya adalah adalah diskriptif analisis artinya 

suatu cara yang bertujuan agar dapat mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 
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lengkap dan rinci. Yang dapat memberikan gambaran tentang dampak 

adanya ACFTA serta perlindungan hukumnya terhadap usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. 

 

b) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah 

Pasar Bawah di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru 

termasuk kota yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi produk-

produk impor karena dekat dan berbatasan langsung dengan negara lain 

serta merupakan kawasan yang dilalui jalur ekspor dan impor di Kota 

Pekanbaru. Pasar bawah juga merupakan tempat peneliti banyak 

menjumpai produk pertanian yang di impor dari luar negeri. Oleh sebab itu 

penulis memilih Pasar Bawah di Kota Pekanbaru sebagai lokasi dari 

penelitian dengan alasan mudah menjangkau lokasi serta terdapat beraneka 

macam produk-produk lokal maupun impor yang ditawarkan oleh 

produsen. 

c) Populasi dan Responden 

Populasi adalah seluruh atau sekumpulan objek dengan ciri yang 

serupa. Sampel adalah kelompok bagian atau sebagian dari populasi yang 

ditarik untuk dapat mewakili seluruh objek penelitian agar memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian. Responden adalah pihak yang dapat 

menjadi subjek peneliti untuk memperoleh informasi saat melakukan 
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penelitian dilapangan. Agar tercapainya maksud dari penelitian tersebut, 

maka adapun populasi dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau; 

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi 

Riau; 

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 

4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Riau; 

5. Pedagang Bawang Putih Impor Pasar Bawah di Kota Pekanbaru. 

 

Tabel 1.1 

Data Responden Tentang Dampak Perjanjian ACFTA 

 

No Populasi Responden 

1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 1 

2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Provinsi Riau 

1 

3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 1 

4 Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 

Provinsi Riau 

1 

 

5 Pedagang Bawang Putih Impor Pasar Bawah di Kota 

Pekanbaru 

28 

Jumlah 32 

Sumber: Data Lapangan Tahun 2021 

d) Data dan Sumber Data 

Berdasarkan judul diatas, adapun sumber data yang digunakan 

dalam penulisan  penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari pihak-pihak yang terlibat 

secara langsung dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan. Data 

primer yaitu sumber data yang diterima langsung dari sumber aslinya 

(tidak ada perantara). Data primer dapat berupa opini seseorang secara 

individu ataupun kelompok, hasil pengamatan kepada suatu benda fisik, 

suatu peristiwa dan hasil penelitian. Data primer dapat dikatakan sebagai 

data asli atau data baru yang bersifat up to date yang diperoleh peneliti 

secara langsung. 

Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang berhubungan dengan dampak perjanjian ACFTA 

terhadap usaha mikro kecil menengah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari buku-buku 

literatur yang berhubungan dan mendukung untuk permasalahan yang 

sedang diteliti. 

e) Alat Pengumpul Data 

Berdasarkan judul diatas untuk mengumpulkan data penulis 

menggunakan alat atau metode pengumpulan data, yaitu: 
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a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan 

dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang 

bersangkutan terkait pokok masalah yang sedang penulis teliti. 

 

f) Analisis Data 

Berdasarkan judul diatas penulis melakukan penelitian hukum 

menggunakan metode observasi yaitu dengan mengumpulkan data, 

kemudian diolah dan disajikan untuk selanjutnya dijadikan bahan 

pembanding antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau aturan 

Perundang-Undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam meneliti. 

 

g) Metode Penarikan kesimpulan 

Berdasarkan judul diatas penulis untuk melakukan penarikan 

kesimpulan menggunakan metode induktif, metode induktif adalah metode 

penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Aspek Perjanjian ACFTA 

A.1.  Sejarah Terbentuknya ACFTA 

 Adanya hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan 

internasional, adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan 

antar negara baik, tingkat global seperti General Agreement on Tarif and 

Trade (GAAT) dan World Trade Organization (WTO) maupun pada 

tingkat regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia and 

Pasific Economic Coorporate (APEC) dan ASEAN and China Free Trade 

Area (ACFTA). (Sood, 2012, hal. 8) 

 Hubungan ini berkembang dengan pesat sehingga melahirkan suatu 

norma-norma hukum yang disebut dengan hukum perdagangan 

internasional (internasional trade law). (Sood, 2012, hal. 8). Jelas hukum 

merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan, lebih-

lebih Indonesia akan menghadapi globalisasi dibidang perdagangan 

internasional baik dalam global (WTO) maupun regional seperti ACFTA. 

(Sood, 2012, hal. 11) 

 Dalam lingkup regional, indonesia bergabung dengan ASEAN 

yang melakukan perdagangan bebas (Free Trade Area). Berkaitan dengan 



 

26 
 

perdagangan internasional, tujuan utama pembentukan ASEAN adalah 

sebagai berikut : (Sood, 2012, hal. 91) 

1. Meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, 

kemajuan sosial dan perkembangan  budaya melalui usaha bagi 

masyarakatnya/bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai 

2. Meningkatkan cara yang lebih efektif untuk mencapai daya 

guna yang lebih besar dalam sektor industri,pertanian, 

perdagangan internasional dan mempertinggi taraf hidup 

rakyat. 

 

Asean Free Trade Area (AFTA) atau dikenal sebagai perdagangan 

bebas ASEAN. Pada tanggal 28 januari 1992 perdagangan bebas ASEAN 

dibentuk dan disepakati melalui persetujuan kerangka kerja tentang kerja 

sama Ekonomi di ASEAN. Kesepakatan ini merupakan payung dari segala 

bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Sasaran dari  AFTA ini adalah untuk 

meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi yang 

dipersiapkan bagi pasar dunia. (Wardoyo, 2004, hal. 18) 

AFTA atau ASEAN Free Trade Area terbentuk di Singapura yang 

pada awalnya disepakati oleh enam negara, yaitu Brunei Darusalam, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Vietnam 

bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan kamboja 1999. 

(Sood, 2012, hal. 93) 

AFTA mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1993, namun 

pembentukannya berlangsung 15 tahun. Artinya dari tahun ke tahun negara 

anggota harus menyusun  program penurunan tarif. (Sugeng, 2003, hal. 19) 

Awal mula pembentukan AFTA ini karena perkembangan perdagangan 
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antara anggota ASEAN tidak mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan 

karena masing-masing negara ASEAN masih mempertahankan kebijakan 

ekonomi negara masing-masing. (Wardoyo, 2004, hal. 17) AFTA adalah 

kelompok perdagangan bebas  dalam meningkatkan nilai perdagangan, 

melakukan kerja sama ekonomi di beberapa negara, diantaranya China, 

Jepang dan Korea. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dengan China 

adalah dengan dibentuknya kerjasama perdagangan dengan nama ACFTA. 

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali 

oleh kesepakatan para peserta ASEAN-China di Brunei Darussalam pada 

November 2001. (Gunadi, 2014, hal. 10) Sebagai titik awal proses 

pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between 

the ASEAN and People Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada 

tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement 

ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol 

perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 

Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Framework Agreement 

ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 

tanggal 15 juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA 

pertama kali diluncurkan sejak ditandatangani Trade in Goods Agreement 

pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan jasa 

ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, 

Filipina pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi 
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ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke 41 Tingkat Menteri 

Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. 

(Jenderal, 2017) 

Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang Asean-

China atau Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) pada akhirnya 

menjadi cikal bakal banjirnya produk impor khususnya asal China karena 

kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut. 

(Indonesia, 2012) 

 A.2.  Pemberlakuan ACFTA di Indonesia 

Sejak dibentuk, ASEAN telah melahirkan berbagai macam 

kesepakatan. Pada bidang ekonomi, momen pentingnya pengembangan 

kerjasama ASEAN dicapai pada tahun 1992 ketika negara-negara ASEAN 

menyepakati kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama 

ekonomi ASEAN (Framework Agreement on Enhancing ASEAN 

Economic Cooperation) yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk 

kerjasama ekonomi ASEAN dimasa mendatang. (Admiral, 2015, hal. 238) 

 Negara-negara ASEAN juga menyepakati berlakunya ASEAN Free 

Trade Area (AFTA) yang diwujudkan dengan cara menghilangkan 

hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif maupun non tarif, dalam 

waktu 15 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993 dengan 

menggunakan skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT). 

(Admiral, 2015, hal. 238)  
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 Perjanjian ACFTA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 

melalui KEPRES No. 48 tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 

januari 2010. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah 

masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya karena dilakukannya 

pengurangan tarif dan penghapusan tarif serta tarif akan menjadi 0% dalam 

jangka waktu tiga tahun kedepan. Sebaliknya, Indonesia juga dapat 

memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. (Gunadi, 

2014, hal. 12) 

 Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan 

dalam tiga tahap, yaitu: (Prayogo, 2017) 

a). Early Harvest Program (EHP) 

 Produk-produk dalam EHP antara lain: 

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, 

tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 

355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif 

Bea masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA). 

Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak 

kelapa//CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK 

Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang 

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka 

EHP Bilateral Indonesia-China FTA. 

  Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan 

menjadi 0% pada 1 Januari 2006. 
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b). Normal Track 

 Threshold : 

40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (Tariff on some 

products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012), 

 Jumlah NT II Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif (6 digit) 

 Legal enacment NT untuk tahun 2009 s.d 2012 telah ditetapkan 

melalui SK.MEN-KEU No 235/PMK.011/2008 tanggal 23 

Desember 2008 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka 

ACFTA. 

c). Sensitive Track 

 Sensitive List (SL) : 

o Tahun 2012 = 20% 

o Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018 

o Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang jadi 

kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; 

Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; 

Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat 

angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; 

Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik 

 Highly Sensitive List (HSL) : 

o Tahun 2015 = 50% 

o Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang 

antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, 

Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan Produk 

Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic 

Tableware.20 

ACFTA dirasakan oleh sebagian kalangan akan berpotensi 

mengbangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya  
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perusahaan dalam negeri terutama sektor industri lokal merupakan imbas 

dari membanjirnya produk China. Secara perlahan ketika kelangsungan 

industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam 

pemutusan hubungan kerja (PHK). (Gunadi, 2014, hal. 12) 

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN hingga kini masih 

mengalami kesulitan untuk menegakkan struktur hukum demi melindungi 

ekonomi kerakyatan sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk 

sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”. Bahkan upaya untuk melindungi 

sumber-sumber alam yang memiliki potensi besar bagi kemakmuran 

rakyat telah banyak dikuasai pihak asing. 

Secara logis, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang turut 

serta dalam ACFTA, semua produk perundang-undangan nasional 

Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan 

sebagaimana dirumuskan dalam WTO dan perjanjian perdagangan bebas 

yang telah disepakati. (Gunadi, 2014, hal. 14) 

Sebelum 2009, Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi 

(penurunan industri). Berdasarkan data dari kamar dagang dan industri 

(KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 

28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada tahun 2008. (Gunadi, 2014, hal. 15) 

Maka tidak heran beberapa tahun kedepan golongan industri kecil 
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menengah akan mengalami kesulitan modal dan penurunan pendapatan 

karena tergantikan oleh impor. Beratnya persaingan usaha antara produsen 

lokal dengan produk impor asing yang murah akan menyebabkan 

pengusaha menjadi importir dan distributor produk asing. Yang 

dikhwatirkan pada perkembangan ekonomi nasional selanjutnya adalah 

pihak asing akan menguasai mayoritas kepemilikan berbagai sektor 

industri maupun produk tanpa regulasi yang memadai. 

Faktanya, China kian gencar merambah asia tenggara sebagai 

lokasi pemasaran produknya, dimana angka pertumbuhan ekspor dan 

migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 mencapai 24,9% 

sedangkan pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09%. 

Angka ini di perkirakan akan terus bertambah seiring dengan 

meningkatkan perindustrian China yang kian beragam dalam 

mengembangkan produk maupun jasa dengan harga yang terjangkau. 

(Gunadi, 2014, hal. 16) 

Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur 

Indonesia mengalami penurunan sebagai penyumbang lapangan tenaga 

kerja terbesar maupun penyumbang devisa. Bahkan data dari Biro Pusat 

Statistik hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia menurun dari 

total 60,831 Miliar dolar AS menjadi 45,632 Miliar dolar AS atau merosot 

hampir 25%. Penurunan ini juga menurunkan total ekspor non migas 

sebesar 18,31%. Perjanjian perdagangan ASEAN dengan China juga 
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berdampak pada indonesia dengan jumlah kerugian sekitar Rp 35 triliun 

pertahun. (Gunadi, 2014, hal. 18) 

Muncul beberapa asumsi yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi 

khususnya perdagangan khususnya didalam dekade belakangan mengalami 

masalah dan tidak semua negara mendapatkan manfaat dari perdagangan 

bebas. Dalam hal ini potensi perjanjian perdagangan bebas tidak 

sepenuhnya adil dan memberikan dampak, terutama dari negara-negara 

kecil yang memiliki pangsa pasar bebsar. Indonesia sudah banyak 

mengikuti perjanjian perdagangan bebas, sudah sepantasnya pemerintah 

indonesia lebih memilah dan memilih perjanjian mana yang siap untuk 

dihadapi masyarakat Indonesia agar lebih efektif dan efesien. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan UMKM 

Pasca ACFTA di Pasar Bawah Kota Pekanbaru 

 Pengertian dari UMKM adalah usaha kecil menengah yang 

memproduksi berbagai ragam barang dan makanan maupun bukan 

makanan. (Royan, 2009, hal. 15) Menurut Biro Pusat Statistik, yang 

dimaksud dengan usaha kecil menengah adalah usaha yang memiliki 

tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri dari pekerja kasar yang 

dibayar, pekerja pemilik, dan prakerja keluarga. (Royan, 2009, hal. 16) 
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 Kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan UMKM 

adalah sejalan dengan pembentukan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang 

UMKM adalah:  

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan;  

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro 

kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 

dan 

 c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

pembangunan daerah. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan.  

 

Tujuan ini juga sejalan dengan landasan filosofis UU No. 20 Tahun 

2008 yakni, “... dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah perlu diberdayakan sebagai intergal ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan 

struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan...”. 

 Terdapat jenis-jenis UMKM di Indonesia yang terdiri dari usaha 

pertanian usaha industri, usaha jasa dan usaha perdagangan. Usaha 

perdagangan ini meliputi keagenan : agen koran/majalah, sepatu, pakaian, 

dan lain-lain; ekspo/impor: produk lokal dan internasional; sektor 

informal: pengumpul barang beras, pedagang kaki lima, dan lain-lain. 

(Adi, 2007, hal. 14) 

 Adanya krisis moneter yang berkepanjangan membuat bangsa 

indonesia mengubah paradigma dalam arah kebijakan ekonominya, yang 
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tadinya berpihak pada para konglomerat dalam pertumbuhan ekonomi 

negara, sekarang berbalik arah berpihak pada UMKM untuk 

menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan 

melalui ekonomi kerakyatan yang terpadu. Menurut Stephen R. Covey, 

perubahan paradigma mutlak diperlukan jika ingin mengawali sesuatu 

perubahan menuju era yang baru, era golablisasi ekonomi yang bertumpu 

pada jati diri suatu bangsa. (Adi, 2007, hal. 16) 

B.  1. Peranan UMKM dalam Perekonomian Indonesia 

 Dalam pembangunan di Indonesia, selalu digambarkan bahwa 

usaha yang ada indonesia mempunyai perannya masing-masing, begitu 

juga dengan UMKM yang memiliki peranan penting, UMKM memiliki 

peranan penting di karenakan UMKM telah memberikan konstribusi 

terhadap lapangan pekerjaan. Untuk menghadapi persaingan perdagangan 

dalam negeri hal ini membuat ancaman bagi UMKM yang berakibat 

dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan 

UMKM saat ini di rasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk 

mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian rakyat diharapkan 

dapat dicapai di masa mendatang. (Soejono, 2004, hal. 20) Beberapa 

alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM adalah : 

a. Fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan 

mentah dan peralatan. Relevansi UMKM dengan proses-proses 

desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya 

integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Posisi UMKM 

dalam mencipatakan dan memperluas lapangan kerja. 
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b. Peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk 

mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM 

pada umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan 

menggunakan kandungan impor yang rendah. (Rosid, 2004, hal. 9) 

 

 Pada tahun 1997 krisis yang belum terjadi belum menunjukkan 

tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini membuat posisi pelaku sektor 

ekonomi berubah. Perusahaan besar menjadi pailit dan terpuruk. Banyak 

perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat 

bunga yang tinggi. Pada tahun 1998 terdapat 225 terjadi krisi UMKM. 

(Royan, 2009, hal. 1) 

 UMKM dalam hal ini memberikan peranan yang besar dalam 

mengurangi pengangguran yang semakin meluas, serta dalam penggunaan 

dana informal yang efektif, juga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi 

yang berkembang. UMKM yang tumbuh secara meluas akan meratakan 

pertumbuhan ekonomi ke segala penjuru bangsa. 

B.  2. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM di Pasar Bawah Kota 

Pekanbaru  

 Peran pemerintah dalam memberdayakan UKM dibutuhkan peran 

Pemerintah sebagai regulator adalah sangat ideal, karena peran pemerintah 

yang selama ini banyak didasarkan pada pendekatan fasilitator untuk masa 

sekarang dan beberapa tahun ke depan nampaknya akan semakin sulit. 

Peran sebagai regulator juga adalah sangat sesuai dengan konsepsi 

pembangunan ekonomi rakyat yang sekarang lebih diarahkan pada 
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pemberdayaan (empowering). Pemberdayaan UKM dapat dilakukan 

melalui kebijakan kemitraan. (Hadi, 2015, hal. 733) 

 Strategi ini nampaknya akan lebih efektif dibandingkan dengan 

peran pemerintah sebagai fasilitator yang menggunakan strategi servicing. 

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses UKM kepada 

sumberdaya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis 

sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

UKM. (Hadi, 2015, hal. 733) 

 Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, adalah 

masalah faktor internal dan masalah faktor eksternal, adapun permasalahan 

tersebut adalah: 

a. Faktor Internal 

1. Kurangnya permodalan 

 Kurangnya permodalan adalah merupakan faktor utama yang 

diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya 

permodalan ini juga merupakan usaha perorangan yang sifatnya 

tertutup, yang mengandalkan modal hanya dari pemiliknya saja 

yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman saja yang 

jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau 

lembaga lain sulit diperoleh, karena persyaratan secara administritif 

dan teknis yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan lain 

tidak dapat dipenuhi. 



 

38 
 

2. Sumber Daya Manusia yang terbatas 

 Sebagian besar UMKM lahir dalam sistem tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Permasalahan 

dalam sumber daya manusia ini adalah relatif sulit untuk 

mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan 

daya saing produk yang dihasilkan. 

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar 

 UMKM yang umumnya merupakan unit usaha keluarga, 

mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan 

penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan 

jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 

kompetitif. (Rosid, 2004, hal. 5) 

b. Faktor Eksternal 

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif 

Hal ini terlihat bahwa masih banyak terjadinya persaingan yang 

kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-

pengusaha besar. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha 

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana 

yang UMKM miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang 

mendukung kemauan usahanya sebagaimana yang diharapkan. 

3. Implikasi otonomi daerah 
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Perubahan undang-undang nomor 32 menjadi undang-undang 

nomor 12 tahun 2008 membuat sistem mengalami implikasi 

terhadap pelaku usaha kecil dan menengah berupa pungutan-

pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Disamping itu juga 

semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi 

yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk 

mengembangkan usahanya di daerah tersebut. 

4. Implikasi perdagangan bebas 

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada 

tahun 2003. ACFTA tahun 2004, dan APEC tahun 2020 yang 

berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas. Dalam hal ini UMKM di Indonesia dituntut 

untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, 

serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi 

pasar global dengan standar kualitas. 

5. Sifat produk dengan lifetime pendek 

Sebagaimana besar produk industri kecil dan menengah memiliki 

ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan 

dengan lifetime yang pendek. 

6. Terbatasnya akses pasar 

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan 

tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional 

maupun internasional. (Rosid, 2004, hal. 7) 
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 Industri merupakan proses penciptaan barang dan jasa yang 

mempunyai nilai tambah. Sedangkan kreatif berfokus menciptakan dan 

jasa yang mengandalkan keahlian, bakat, kreatifitas sebagai kekayaan 

intelektual. Menurut Dapertemen Perdagangan Republik Indonesia 

pengertian industri kreatif diartikan sebagai industri yang berasal dari 

pemanfatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan 

dan pemanfaatan daya kreatif dan daya cipta individu. 

 Lima belas (15) industri kreatif yang dapat dikembangkan di 

indonesia, yaitu : (wikipedia, 2020) 

1. Periklanan  

Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu 

arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses 

kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya 

riset pasar, perencanaan komunitas iklan, iklan luar ruang, produksi 

material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di 

media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik ( televisi dan 

radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran 

selebaran, pamflet, ederan, brosur dan reklame sejenis, distribusi 

dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan 

kolom untuk iklan. 

2. Arsitektur  
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Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, 

perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, 

pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro 

(Town planning, urban design, landscape architecture) sampai 

dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, 

desain interior). 

3. Pasar Barang Seni 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang 

asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni tinggi melalui 

lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat 

musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan 

lukisan. 

4. Kerajinan  

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 

distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang 

berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian 

produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: 

batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, 

logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, 

kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada 

umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan 

produksi massal). 

5. Desain  
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Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain 

interior, desain produk, desain industri, konsultasi indentitas 

perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan 

jasa pengepakan. 

6.  Fashion  

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain 

alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian 

mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta 

distribusi produk fashion. 

7. Video, Film dan Fotografi 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, 

dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 

Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, 

sinetron, dan eksibisi film. 

8. Permainan Interaktif 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan 

distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, 

ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan 

didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat 

bantu pembelajaran atau edukasi. 

9.  Musik  

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi 

pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 
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10. Seni Pertunjukan 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan 

konten, produksi pertunjukkan (misal: pertunjukan balet, tarian 

tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik 

teater, opera termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatab 

busana pertunjukan, tata panggung, dan tata panggung pencahayaan. 

11. Penerbitan dan Percetakan 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan 

penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital 

serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga 

mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, 

giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, 

passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga 

mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, 

formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan 

lainnya, termasuk rekaman mikro film. 

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi 

informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, 

pengembangan database, pengembangan piranti lunak, desain 

prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal 

termasuk perawatannya. 

13. Televisi dan Radio 
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Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan 

pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, 

infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara 

televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar 

kembali) siaran radio dan televisi. 

14. Riset dan Pengembangan 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang 

menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan 

pengetahuan tersebut  untuk perbaikan produk dan kreasi produk 

baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan 

teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, termasuk 

yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan 

pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis 

dan manajemen. 

15. Kuliner  

Kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk 

dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan 

sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas 

Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan 

pasar internasional. Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan 

olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang 

tepat, di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh 
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peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar 

internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa 

Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang 

pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komperatif bagi 

Indonesia. Hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang 

menarik, membuat keunggulan komperatif tersebut tidak tergali 

menjadi lebih bernilai ekonomis. Kegiatan ekonomi kreatif sebagai 

prakarsa dengan pola pemikir cost kecil tetapi memiliki pangsa 

pasar yang luas serta diminati masyarakat luas diantaranya usaha 

kuliner, assesoris, cetak sablon, bordir dan usaha rakyat kecil seperti 

penjual bala-bala, bakso, comro, gehu, batagor, bajigur dan 

ketoprak. 

 Secara filosofis, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha 

kecil dan perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha 

yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi 

asas kesetaraan level playing Field. Latar belakang perlindungan usaha 

kecil menurut Perkom No. 9/2011 adalah “Usaha kecil mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga 

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembagunan. Dalam krisis 

ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu banyak usaha 

berskala besar yang mengalami stagnasi namun saat itu usaha kecil 

terbukti lebih tangguh mengahadapi krisis tersebut” 
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 Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil yang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2008 yang 

menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00- 

sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00- tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00-. 

 

Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga 

diberikan pengecualian sesuai dengan pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999. 

Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan 

pengecualian sesuai ketentuan pasal 50 huruf (h) UU No. 5/1999 adalah 

usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga 

tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut : 

1. Cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar, 

2. Anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar. 

Pedoman pasal 50 huruf (h) ini disusun bentuk pelaksanaan tugas 

dan kewenangan KPPU dalam mengimpretasikan UU No. 5 Tahun 1999. 

Hal ini sesuai ketentuan pasal 35 huruf (f) UU No. 5 Tahun 1999, bahwa 

KPPU mempunyai tugas menyusun pedoman dan publikasi untuk 

penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam 

menerapkan Pasal 50 huruf (h) UU No. 5 Tahun 1999. 
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Dalam hal pengawasan terhadap hubungan kemitraan yang timbul 

antara usaha besar dengan UMKM, KPPU memiliki tugas sebagai 

pengawas dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi 

pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi. Pemberian kewenangan 

baru kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan diatur dalam pasal 36 ayat 

(2) UU No. 20/2008 dan pasal 31 PP No. 17/2013 yang menyatakan ; 

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait 

3.  Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPPU 

Yang perlu menjadi perhatian KPPU adalah objek pengawasan 

kemitraan. Pasal 32 ayat (1) huruf (a)(b) PP No. 17/2013 menyatakan; 

1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar 

atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berdasarkan inisiatif 

dari KPPU dan laporan yang masuk ke KPPU oleh; 

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang 

dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya 

dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar; 
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b. Usaha mikro atau usaha kecil yang dirugikan atas pemilikan 

dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan 

dengan usaha menengah. 

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota 

Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada 

jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan 

modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal 

Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade 

Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan 

modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar 

tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan 

peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. 

Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, 

Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 

Lima puluh dan Pasar Cik Puan. Dengan kelompok industri terbesar pada 

sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul 

industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang 

ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan 

baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil 

lainnya digunakan untuk industri baru. 

Pasar Bawah Pekanbaru adalah sebuah pasar tradisional yang oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru diberikan status sebagai pasar wisata yang 

terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan 
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Senapelan Kota Pekanbaru yang secara geografis berada ditepi sungai 

Siak. Pasar Bawah merupakan Pasar tertua di Pekanbaru sudah ada sejak 

tahun 1700 salah satu infrastruktur yang direncanakan dan dibangun oleh 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, pemimpin keempat Kerajaan Siak Sri 

Indrapura. Bangunan Pasar Bawah yang modern dan bertingkat dengan 

dominan warna hijau dan corak arsitektural melayu terbagi menjadi dua 

area dengan area pasar basah dengan para pedagang yang menjual sayur-

sayuran, buah-buah dan bahan makanan pada umumnya dan area pusat 

perbelanjaan yang banyak menjual barang-barang impor dari luar negeri. 

(Ngider, 2020) 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dampak dari Perjanjian ACFTA bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah Terhadap (Pedagang Bawang Putih Impor) di Pasar 

Bawah Kota Pekanbaru 

 

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah 

Benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif). (Hukum, 2006, hal. 290) Sedangkan perjanjian adalah 

suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. Suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antara dua pihak dengan satu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan 

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Marbun, 2012, hal. 237) 

ACFTA adalah perjanjian yang dibentuk di Phnom Penh, Kamboja 

pada 4 November 2002 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 antara 

anggota-anggota ASEAN dan China untuk memberlakukan perdagangan 

bebas antar kawasan negara-negara anggota. ACFTA yang awalnya 

dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian antar negara-

negara anggota yang terdiri dari anggota ASEAN dan China. Dengan 

ACFTA, berlakulah pasar bebas antara ASEAN dan China yang membuat 

tarif 0% pada setiap komoditas impor dan ekspor yang diperjanjikan dalam 
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ACFTA. Dampak ACFTA sendiri bagi Indonesia terdiri dari dua, yaitu 

dampak positif dan dampak negatif. 

1. Dampak Positif adanya ACFTA (Diplomasi, 2017) 

a. Dengan diberlakukannya ACFTA maka biaya transaksi 

perdagangan dapat diturunkan, sementara efisiensi ekonomi 

semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan ASEAN dan 

China memiliki daya tarik yang tinggi sebagai tujuan investasi. 

b. Bagi ASEAN, ACFTA berguna untuk mengurangi ancaman 

pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Melalui 

ACFTA, ASEAN memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar 

domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan peluang 

peningkatan ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah, 

disamping juga peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui 

pembentukan ‘Aliansi Strategis’, akses pasar jasa, regional 

production base, pasar regional sekaligus regional sekaligus global, 

arus investasi, dan terbukanya transfer teknologi. 

 

2. Dampak Negatif adanya ACFTA (Raeysiera's, 2014) 

a. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan 

kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum 

tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses industrialisasi 

(penurunan industri). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing 

dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong 

pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai 

sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. 

b. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri 

dan lemah. Segalanya bergantung pada asing, bahkan produk 

seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi 

bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi 
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dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka 

apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia; 

c. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan UMKM 

dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. 

Dampaknya ketersedian lapangan kerja semakin menurun. Padahal 

setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang. 

 

Secara garis besar ACFTA memang diharapkan memberikan 

dampak positif yang sangat luas dan besar bagi masyarakat, namun hal itu 

hanya dirasakan segelintir masyarakat terutama dari kalangan kelas atas 

sebagai pelaku perdagangan multinasional yang mendapat keuntungan 

melalui ACFTA ini. Sedangkan pengusaha kelas bawah yang baik secara 

kesiapan mental dan kesiapan modal produksi masih sangat minimum, 

dirasa hanya merugikan pengusaha tersebut. Sejak dicetuskan ACFTA, 

produk dari luar negeri yang awalnya harus melalui bea masuk kini dapat 

dengan masuk bebas dipasaran dalam negeri. 

Produk pertanian lokal yang harusnya mendominasi di dalam 

negeri terpaksa tergantikan oleh banyaknya produk luar negeri yaitu dari 

negara China yang paling banyak beredar di daerah Pekanbaru, Riau. Di 

daerah tersebut terutama Pasar Bawah yang berlokasi di Pekanbaru, 

hampir tidak ada ditemukan pedagang yang menjual bawang putih 

produksi lokal di Pasar Bawah tersebut. Sangat sulit menemukan pedagang 

yang menjual bawang putih produksi lokal di Pekanbaru khususnya Pasar 

Bawah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan (kepada 

Pedagang pada tanggal 22 Desember 2020) saat meneliti di Pasar Bawah 
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Pekanbaru mereka mengatakan tidak ada pedagang yang menjual bawang 

putih lokal di pasar tersebut. Membanjirnya produk pertanian China yang 

mudah ditemui dan dijual dengan harga murah membuat pertanian lokal 

sulit bersaing khususnya bawang putih. 

Pedagang bawang putih di pasar bawah yang pada umunya adalah 

pengusaha dengan modal kecil hanya mampu menjual bawang putih impor 

dari negara China. Pedagang mengatakan (wawancara kepada Pedagang 

pada tanggal 22 Desember 2020) produsen bawang putih lokal yang 

berada di daerah Solok dan Bukittinggi, Sumatera Barat hanya menjual di 

daerah tersebut dan tidak menjual atau memasok pasokan bawang putih 

sampai ke Pekanbaru. Dengan harga yang lebih mahal dan kualitasnya 

yang buruk serta daya tahan penyimpanannya yang lebih singkat 

ketimbang bawang putih yang diimpor dari China. Membuat pedagang 

pasar bawah hanya dapat menjual bawang putih yang impor dari China, 

hal tersebut membuktikan persaingan pasar bebas terjadi saat ini 

merugikan pengusaha-pengusaha berskala kecil dalam mengembangkan 

usahanya karena tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

melindungi pengusaha atas persaingan pasar bebas yang dikuasai oleh 

produk impor yang seharusnya adalah didominasi produk dalam negeri. 
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1. Pedagang yang menjual bawang putih impor di pasar bawah Kota 

Pekanbaru. 

 

Dalam Kota Pekanbaru hanya sedikit di temukan pedagang yang 

masih menjual bawang putih produksi lokal, sementara saat penulis 

melakukan penelitian lansung di Pasar Bawah Kota Pekanbaru tidak 

satupun dari pedagang bawang putih disana yang menjual bawang putih 

produksi lokal, sebagian besar pedagang bawang putih disana menjual 

bawang putih impor yang berasal dari China maupun berasal dari Thailand 

dan india. Untuk lebih rincinya dijelaskan menggunakan tabel berikut ini : 

 

Tabel III.1. 

Data Pedagang yang menjual bawang putih impor dari China, Thailand 

dan India di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. 

 

NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1. Ya, Pernah 28 100% 

2. Tidak Pernah 0 0% 

JUMLAH 28 100% 

 Sumber Data : Data Lapangan 2021 

 

Berdasarkan tabel III.2 diketahui terdapat 28 responden atau 100% 

yaitu dari Pedagang yang menjual bawang putih impor. Data tersebut 
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penulis dapat dari hasil survei di Pasar Bawah dan hasilnya terdapat ada 28 

Pedagang dan semua menjual bawang putih impor asal China di Pasar 

Bawah Kota Pekanbaru. Memang banyak Pedagang yang menjual bawang 

putih di Kota Pekanbaru, namun sebagian dari mereka tidak secara jelas 

mengetahui datangnya bawang putih tersebut berasal dari mana. 

Data tersebut penulis peroleh dengan melalui survei ke lokasi-

lokasi tertentu yang dianggap strategis bagi pedagang yang menjual 

bawang putih dan menentukan di Pasar Bawah Kota Pekanbaru banyak 

pedagang yang menjual barang impor dari luar negeri. Penulis juga sudah 

mengajukan pertanyaan  dengan cara wawancara (pada tanggal 28 Januari 

2021) kepada Astro Sari Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan 

Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau dan melakukan 

pendataan ke Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) Provinsi Riau yang melakukan pendataan barang 

impor terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi 

Riau tidak ada satupun pelaku usaha yang menjual bawang putih yang 

terdaftar dan terdata oleh Dinas terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Tersebut. 

Selain itu penulis juga melakukan penelitian (pada tanggal 29 

januari 2021) dengan cara wawancara mengajukan pertanyaan kepada 

Kepala Seksi Pengembangan Luar Negeri yaitu Nurvianti Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, namun hasilnya tetap sama. 

Tidak ada satupun data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
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Riau yang menyatakan terdapat pedagang bawang putih impor di Kota 

Pekanbaru yang melakukan perdagangan bawang putih impor tersebut. 

Semua dinas yang penulis teliti menyatakan tidak ada pedagang yang 

terdata melakukan perdagangan bawang putih impor di Kota Pekanbaru, 

padahal banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang menjual bawang putih di 

Kota Pekanbaru. 

Peneliti juga melakukan wawancara (pada tanggal 5 januari 2021) 

dengan staff pihak Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru 

menyatakan di Kantor Bea Cukai Pekanbaru belum ada dilakukan impor 

bawang putih dan bawang putih yang masuk di Pekanbaru berasal dari 

daerah Medan dan Jakarta serta daerah lain di pula Jawa. Sementara itu 

mereka hanya bisa menyaring barang-barang dan melakukan pengawasan 

terhadap bawang putih impor yang masuk ke Indonesia khususnya 

Pekanbaru agar bawang putih yang beredar di masyarakat tidak ilegal. 

Namun hal ini mengundang keprihatinan bagi penulis, bahwa bila 

memang tidak ada data di dinas terkait perdagangan bawang putih di Kota 

Pekanbaru, mengapa dinas terkait tersebut tidak melakukan pendataan ke 

tempat mereka berdagang-sehari. Padahal sudah sangat jelas para 

pedagang bawang putih sangat banyak di Kota Pekanbaru. sangat tidak 

mungkin bila dari dinas terkait tidak tahu, padahal mereka hampir setiap 

hari berbelanja di pasar untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dapat digaris 

bawahi pemerintah belum bersifat proaktif dalam perlidungan usaha kecil 

terhadap bawang putih yang diperdagangkan di Kota Pekanbaru. 
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2. Pedagang yang menjual bawang putih dan turut menjadi distributor 

bawang putih impor di Kota Pekanbaru. 

 

Disini penulis juga mendatangi pedagang yang menjual dan 

sekaligus mendistributorkan bawang putih impor asal China yang dimana 

pedagang di Pasar Bawah Kota Pekanbaru memasok bawang putih mereka 

dari distributor tersebut, pedagang tersebut antara lain : 

 

Tabel III.2 

Data yang menjual dan mendistribusikan bawang putih impor 

asal China di Kota Pekanbaru 

 

NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1. Ya, pernah 30 100% 

2. Tidak, pernah 0 0% 

JUMLAH 30 100% 

Sumber : Data Olahan 2021 

 

Dari tabel III.2 tersebut dapat dilihat bahwa responden distributor 

bawang putih penulis temui, yang menjadi distributor sekaligus penjual 

eceran bawang putih impor di Kota Pekanbaru. mereka mengatakan 

(wawancara kepada pedagang dan distributor pada tanggal 23 Desember 



 

58 
 

2020) tidak ada importir bawang putih impor langsung dari Kota 

Pekanbaru. Melainkan hanya sedikit distributor bawang putih impor asal 

China di Pekanbaru yang disebabkan bawang putih impor tersebut tidak 

langsung datang ke Kota Pekanbaru melainkan masuk melalui kota lain 

yaitu Jakarta dan Medan. 

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pedagang sekaligus 

menjadi distributor bawang putih yang beralamatkan di Jalan H.Agus 

Salim tersebut. Dengan alasan jarak yang jauh karena melalui jalur darat 

untuk sampai di Kota Pekanbaru dan juga perlu modal yang besar dalam 

menyuplai bawang putih putih impor. Yang membuat sebagian pedagang 

dengan modal kecil hanya bisa menjual bawang putih impor tersebut 

melalui distributor tersebut dengan alasan tidak adanya importir langsung 

dari Kota Pekanbaru. 

Tapi dari hasil wawancara penulis, mereka mengatakan lebih 

bangga jika menjual atau menjadi distributor bawang putih buatan lokal, 

hal ini mereka ungkapkan karena menjual hasil produksi lokal merupakan 

salah satu identitas jati diri bangsa yang maju dalam sektor 

perekonomiannya yang dalam hal ini kemajuan di bidang holtikultura 

yaitu bawang putih buatan lokal. Tetapi keadaan yang berkata lain 

membuat pedagang tersebut hanya bisa terus menjual bawang putih impor 

asal China yang semakin menguasai pasar di Indonesia. Membuat bawang 

putih produksi lokal menjadi langka dan tidak adanya tindakan tegas dari 

pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait. 
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3. Pengetahuan pedagang mengenai ACFTA. 

 

Perjanjian ACFTA yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia melalui KEPRES No. 48 Tahun 2004 dan mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2010. Produk-produk impor dari ASEAN dan China 

lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya karena 

dilakukannya pengurangan tarif dan penghapusan tarif serta akan menjadi 

0% dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Sebaliknya, Indonesia juga 

dapat memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. 

(Gunadi, 2014, hal. 12) 

Meski sejak tahun 2004 Indonesia telah meratifikasi Perjanjian 

ACFTA melalui KEPRES No. Tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 

1 Januari 2010. Banyak pihak yang belum mengetahui dan mengerti 

ACFTA yang sebenarnya memiliki dampak yang besar bagi Indonesia 

sendiri. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai jumlah responden yang 

mengetahui mengenai ACFTA ketika penulis melakukan penelitian : 
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Tabel  III.3. 

Data responden yang mengetahui ACFTA (Asean-China Free 

Trade Area) 

 

NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1. Ya, Pernah 0 0% 

2. Tidak Pernah 28 100% 

JUMLAH 28 100% 

Sumber : Data Olahan 2021 

 

Bersadarkan tabel III.3 bahwa 28 responden atau 100% dapat 

diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah responden pedagang bawang 

putih di Pasar Bawah yang penulis ternyata keseluruhannya tidak 

mengetahui mengenai ACFTA. Sudah sangat tentu bila mendengarnya saja 

belum pernah, maka untuk dapat mengantisipasi dampaknya sangatlah 

sulit bagi para pedagang bawang putih yang tergolong dalam sebagai 

responden dalam penelitian ini. Kebanyakan dari responden ketika ditanya 

mengatakan ketidaktahuannya terhadap ACFTA, yang mereka ketahui 

hanyalah produk bawang putih yang diimpor dari China yang 

mendominasi perdagangan bawang putih di dalam negeri. 

Pedagang bawang putih juga hanya bisa terus melakukan 

perdagangan atas membanjirnya produk bawang putih asal China agar 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan keadaan saat ini 

ketika penulis melakukan tanya jawab dengan para responden tersebut, 
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mereka hanya bisa mengikuti arus yang terjadi disebabkan bawang putih 

yang masuk di Kota Pekanbaru hanya berasal dari impor negara China dan 

negara lain seperti India dan Thailand. Mereka menganggap pemerintah 

kurang aktif dan terkesan acuh terhadap dampak membanjirnya bawang 

putih asal negara China. 

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai ACFTA 

disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang membuat 

para pedagang bawang putih impor tidak mengatahui mengenai ACFTA. 

Disampaikan oleh para pedagang bawang putih di Pasar Bawah tersebut 

(wawancara kepada pedagang pada tanggal 22 Desember 2020) bahwa 

pemerintah tidak pernah memberitahukan melalui sosialisasi langsung atau 

penyuluhan mengenai ACFTA dan yang pemerintah lakukan hanyalah 

membiarkan membanjirnya bawang putih impor dari China yang semakin 

mendominasi pasar dalam negeri. 

Selain pedagang bawang putih impor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan berbagai 

pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 

yang ketika penulis tanya mengenai ACFTA, bagian staffnya kurang 

mengerti dan memahami ACFTA. Padahal ACFTA sangatlah penting dan 

seharusnya berkaitan dengan dinas tersebut yang memiliki peran aktif 

dalam pembinaan dan pengawasan terhadap produk bawang putih impor di 

Kota Pekanbaru. 
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Namun banyak staff dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Riau yang ketika penulis hendak bertanya kepada staff tersebut 

mengenai ACFTA, mereka hanya melemparkan pertanyaan tersebut pada 

staff lainnya yang sama-sama tidak mengetahui hal tersebut. Kurangnya 

pemahaman mengenai ACFTA dan bagaimana cara mengatasi dampak 

buruknya terhadap industri dalam negeri terutama bawang putih impor 

yang beredar di Kota Pekanbaru. 

Kesiapan yang seharusnya sudah di bangun sejak pertama kali 

ACFTA diresmikan hingga terhitung 1 Januari 2010 yang bila dihitung 

kurang lebih selama 10 tahun ini masih sangat jauh dari kata sempurna. 

Hal ini dibuktikan dengan minimnya pemahaman mengenai ACFTA baik 

dari lingkungan pemerintah pada umumnya dinas dan badan hukum terkait 

serta lingkungan pedagang bawang putih asal impor khususnya. 

Seharusnya pemerintah yang melakukan perundingan mengenai perjanjian 

ACFTA ini turut aktif dalam penyuluhan terhadap kebijakan ACFTA serta 

mensiasati agar dapat meminimalisir dampak buruknya terutama dampak 

buruk yang sangat dirasakan perekonomian dalam negeri. 

Selain itu minimnya pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang 

yang kebanyakan hanya menempuh jalur sekolah dasar atau sekolah 

menengah pertama membuat para pedagang sulit memahami keadaan 

pasar serta keinginan pasar di era modern seperti saat ini. Staff Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru (wawancara pada tanggal 5 Januari 

2021) menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa atas 
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membanjirnya atas barang-barang pertanian masuk asal China setelah 

adanya perjanjian ACFTA. Pihaknya hanya dapat melakukan filterisasi 

mengenai barang-barang masuk tersebut dan tidak dapat melakukan 

pencegahan atas banyaknya barang berupa bawang putih yang masuk ke 

Indonesia pasca adanya pasar bebas ACFTA ini. 

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan para pedagang UMKM 

yang masih awam terhadap informasi, mereka hanya akan mendapatkan 

informasi apabila ada yang memberikan sosialisasi langsung, agar terlihat 

keterbukaan dan perhatian pemerintah terhadap perlindungan para 

pedagang atau pengusaha UMKM. 

 

4. Dampak yang dirasakan langsung oleh pedagang bawang putih di 

Kota Pekanbaru. 

 

Bebas masuknya barang-barang dari China terutama bawang putih 

impor tentu saja memberikan dampak yang dirasakan langsung maupun 

tidak langsung maupun oleh pedagang yang menjual bawang putih di Kota 

Pekanbaru. berikut ini terdapat tabel yang menjelaskan dampak positif dari 

adanya bawang putih impor asal China yang menguasai Pasar Indonesia 

terutama di Pasar Bawah Kota Pekanbaru : 
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Tabel III.4. 

Data pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di 

Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan dampak positif 

terhadap penjualannya 

 

NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1. Ya 18 70% 

2. Tidak  10 30% 

JUMLAH 28 100% 

Sumber : Data Olahan 2021 

 

Dari tabel III.4 dikatakan bahwa 18 responden atau 70%  pedagang 

bawang putih di Pasar Bawah asal China mendapat keuntungan atau 

dampak positif dari adanya bawang putih impor asal China yang di 

perdagangkan di pasar dan 10 responden atau 40% tidak sama. Responden 

berpendapat bahwa bawang putih impor asal China lebih banyak diminati 

dan dibeli oleh masyarakat di Pekanbaru ketimbang bawang putih buatan  

lokal. 

Secara langsung responden menjelaskan bahwa bawang putih 

impor asal China memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada 

mereka dibandingkan penjualan bawang putih buatan lokal jika mereka 

perdagangkan. Namun disisi lain tidak seluruh responden memahami 

dampak dari membanjirnya bawang putih impor asal China dapat 

mematikan perekonomian dalam negeri dan selanjutnya seluruh bawang 
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putih impor asal China dapat menguasai pasar dalam negeri serta dapat 

mengontrol perdagangan bawang putih dalam negeri dengan menentukan 

harga secara sepihak. 

Selain memberikan dampak posistif ternyata membanjirnya 

bawang putih impor asal China juga dapat dirasakan dampak negatifnya 

oleh sebagian responden. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah 

responden yang merasa dampak buruk dari membanjirnya bawang putih 

asal China : 

 

Tabel III.5 

Data pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di 

Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang memberikan dampak negatif 

terhadap penjualannya 

 

NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH 
PERSENTASE 

(%) 

1. Ya 20 75% 

2. Tidak  8 25% 

JUMLAH 28 100% 

Sumber : Data Olahan 2021 

 

Berdasarkan tabel III.5 diatas dapat dilihat bahwa 20 responden 

atau 75% yang juga merasa dampak negatif yang juga dirasakan atas 

adanya bawang putih impor asal China dan 8 responden atau 25% tidak 
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sama. Dari total 28 responden yang memperdagangkan bawang putih 

impor asal China di Pasar Bawah hanya ada sebanyak 20 responden turut  

merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh masuknya bawang putih 

impor dengan jumlah besar. 

Beberapa diantara responden menganggap dengan membanjirnya 

bawang putih impor menimbulkan dampak negatif yaitu mulai 

terlupakannya bawang putih buatan lokal bagi masyarakat Indonesia. 

Dengan adanya bawang putih impor yang terjangkau menimbulkan 

hilangnya ciri khas masakan Indonesia dengan rempah-rempah hasil dalam 

negeri dan dalam segi sosial dengan mengonsumsi produk lokal dapat 

mensejaterahkan perekonomian di dalam negeri. 

Responden juga mengakui dengan membanjirnya bawang putih 

impor asal China membuat produsen bawang putih dalam negeri terhambat 

pemasarannya karena pasar telah dikuasai oleh produk-produk impor 

tersebut. Selain itu faktor kurangnya kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi ACFTA juga berpengaruh besar terhadap produsen berskala 

kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. 
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B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan 

Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Dampak perjanjian 

ACFTA (Pedagang Bawang Putih Impor) di Kota Pekanbaru 

 

ACFTA seharusnya menjadi sesuatu hal yang sudah selayaknya 

mendapatkan perhatian penuh bagi negara ini. Namun banyak pihak yang 

sejauh ini masih belum mengetahui dengan ACFTA yang disetujui oleh 

ASEAN dan China untuk berlaku sejak 1 Januari 2010. Padahal sejak 

namanya dibahas dalam sebuah kesepakatan antara ASEAN dengan China 

pada bulan November 2001 di Brunei Darussalam. Yang  pada pertemuan 

itu China menawarkan sebuah Proposal yang berisi tentang ASEAN-China 

Free Trade Area dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. (Gunadi, 2014, 

hal. 12) 

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang dihasilkan 

terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya 

peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan 

teknologi. (Thalib, 2018, hal. 17) 

Pada dasarnya perlindungan terhadap UMKM sudah sangat 

sedemikian rupa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah juga sangat peduli 

terhadap UMKM. Peraturan  mengenai perlindungan UMKM tidak sedikit 
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dan tujuannya seperti  yang ada dalam pasal 5 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang berbunyi, 

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah: 

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan; 

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, 

kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 

dan 

c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. 

Namun walaupun dengan sedemikian rupa bentuk perlindungan 

terhadap UMKM, masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

melakukan perlindungan UMKM itu sendiri. 

Di Kota Pekanbaru sendiri khususnya Pasar Bawah sebagai objek 

lokasi dari penelitian penulis, masih banyak orang yang belum mengerti 

dan memahami mengenai ACFTA. Banyak dari masyarakat yang tidak 

tahu mengenai perdagangan bebas yang dicetuskan pada 1 Januari 2010 

lalu. Pihak pedagang yang berkaitan dengan isi perjanjian itu juga banyak 

tidak mengetahui mengenai isi ACFTA, sangat disayangkan bila tidak tahu 

maka sudah dapat dipastikan pedagang-pedagang di Kota Pekanbaru tidak 

dapat mengelak dari dampak buruk yang diakibatkan perjanjian tersebut. 

Namun yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah pemerintah yang 

dalam hal ini dinas terkait yang bertugas memberikan perlindungan dan 

sebagai pusat informasi bagi UMKM, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau juga kurang memahami 
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mengenai ACFTA dan bagaimana dampaknya terhadap membanjirnya 

bawang putih impor asal China di Kota Pekanbaru khususnya di Pasar 

Bawah. 

Selain itu pemerintah juga mengalami kesulitan dalam memberikan 

perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota 

Pekanbaru terutama bagi pedagang bawang putih terhadap dampak buruk 

dari perjanjian ACFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010 lalu. 

Kendala-kendala pemerintah dalam melindungi usaha mikro, kecil dan 

menengah di Kota Pekanbaru terutama pedagang yang menjual bawang 

putih impor asal China terhadap dampak buruk pasar bebas yang 

ditimbulkan pasca adanya perjanjian ACFTA antara lain: 

 

1. Tidak adanya kesatuan organisasi yang utuh antara para 

pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru. 

 

Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan berbentuk organisasi 

yang bertugas mengurus dan menyediakan wadah pedagang bawang putih 

di Kota Pekanbaru untuk menyalurkan aspirasi dan keluh kesah pedagang 

terhadap dampak membanjirnya bawang putih impor asal China agar dapat 

disampaikan kepada pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait dan lebih 

mudah untuk didengarkan. 

Organisasi ini dapat menyerupai serikat pekerja namun sebagai 

subjek dari organisasi ini bukanlah buruh/pekerja melainkan para 
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pedagang bawang putih ataupun produsen didaerah yang mengelola 

bawang putih buatan lokal untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu 

organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan antara pihak 

produsen didaerah dan pedagang bawang putih dengan pemerintah terkait 

di Kota Pekanbaru Khusunya pedagang bawang putih di Pasar Bawah agar 

membuat hubungan lebih baik untuk dapat memajukan perekonomian di 

Indonesia. 

Sebenarnya organisasi serupa yang menghimpun usaha mikro, kecil 

dan menengah di Kota Pekanbaru telah ada, dan penulis berhasil 

mewawancarainya. Namun sejauh ini berupa Koperasi di bidang pertanian 

khususnya di bagian sawit dan tanaman hidroponik seperti sayur-sayuran 

dan kacang-kacangan tidak ada terdapat anggota yang secara khusus pada 

bagian bawang putih dalam memproduksinya. 

 

2. Kurangnya peran aktif dari para pedagang bawang putih di 

Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan diri pada dinas terkait. 

 

Dalam penelitian ini, dari keseluruhan responden atau para 

pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru mengaku bahwa usaha mereka 

memang tidak terdaftar pada dinas terkait. Hal ini disebabkan para 

pedagang bawang putih menganggap pendaftaran yang berbelit-belit dan 

terkesan dipersulit membuat pedagang merasa sulit untuk mendaftarkan 

usaha mereka. 
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Namun disisi lain juga sangat disayangkan bahwa pemerintah 

melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi 

Riau dirasa kurang berperan aktif dalam melakukan pendataan usaha-

usaha masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini terbukti dari sekian banyak 

pelaku usaha perdagangan bawang putih di Kota pekanbaru dan termasuk 

pedagang bawang putih impor di Pasar Bawah yang (28) responden 

diantaranya adalah keseluruhannya adalah menjual bawang putih impor 

asal China juga sama sekali tidak ada satupun data yang tercatat. 

Padahal pedagang bawang putih di Kota Pekanbaru tidaklah sedikit 

jumlahnya, namun satupun datanya tidak dapat dijumpai didalam database 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau. 

Penulis hanya mendapatkan data (12) Koperasi di bidang pertanian di 

Provinsi Riau yang dari keseluruhan Koperasi tersebut tidak ada yang 

secara khusus dalam memproduksi bawang putih buatan dalam negeri 

berdasarkan data yang penulis peroleh pada dinas terkait. 

Kemudian, apa yang sudah dikatakan responden mengenai 

pendaftaran UMKM yang tidak mudah, berbelit, dan memakan waktu, 

serta tidak ada juga sanksi yang tegas, ini pengetahuan yang salah, karena 

pendaftaran UMKM itu sangatlah mudah, dan ini terdapat juga dalam 

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yang 

menjelaskan, 
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“ Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah : 

1. Prosedur sederhana, mudah, dan cepat; 

2. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; 

3. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.” 

 

Dalam aturan ini sudah jelas, tentang bagaimana dan manfaat 

dengan mendaftarkan usaha responden ke Dinas terkait karena apabila 

responden telah mendaftarkan usaha nya ke Dinas terkait maka, ada 

perlindungan dari dinas tersebut, seperti pemberdayaan yang dilakukan 

pemerintah, pelatihan peningkatkan mutu untuk para UMKM sehingga 

mampu bersaing dengan pasar bebas hari ini, dan mendapatkan dana hibah 

dari pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk para UMKM tidak 

mendaftarkan dirinya ke Dinas terkait. 

 

3. Tidak ada ikatan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil 

dan menengah dalam menjalin hubungan berwirausaha 

 

Hal yang besar biasanya berawal dari hal yang kecil, begitu juga 

dengan berbisnis. Pengusaha besar biasanya berawal dari pengusaha kecil. 

Namun seiring dengan berkembangnya waktu pengusaha tersebut 

mengembangkan usahanya hingga menjadi pengusaha berskala besar yang 

dapat mengekspor barang-barang-hasil produksinya keluar negeri. 

 Sayangnya hal itu tidak tidak tercermin dari pengusaha-pengusaha 

dengan yang memiliki modal besar di Kota Pekanbaru seperti pengusaha 

sawit atau dalam sektor Migas yang menjadi ekspor utama di Provinsi 

Riau. Sebagai contoh hubungan antara pengusaha tersebut adalah 



 

73 
 

pengusaha berskala besar tersebut dengan memberikan pembelajaran bagi 

pengusaha kecil. Bagaimana cara agar produk pertanian dalam negeri juga 

dapat memenuhi standar Internasional dan setidaknya dapat bersaing 

dengan produk luar di dalam negeri sendiri. 

Namun pengusaha berskala besar juga jarang ada yang mau 

menularkan ilmunya secara terbuka kepada pengusaha atau koperasi di 

bidang pertanian di Kota Pekanbaru maunpun di daerah lain. Padahal jika 

ada niat dari pengusaha besar tersebut dalam memberikan modal atau 

ilmunya pada koperasi-koperasi di bidang tersebut dalam mengembangkan 

usahanya khususnya juga pada bawang putih dalam negeri. Untuk dapat 

mengurangi impor produk luar, bukan tidak mungkin dengan wilayah 

tanahnya yang subur di daerah-daerah di Provinsi Riau tidak hanya 

terkenal dengan sawitnya dan produk Migas tetapi juga dari sektor Non 

Migas atau di bidang pertanian. 

 

4. Kurangnya anggaran yang tersedia dari dinas terkait untuk 

memberikan bantuan permodalan dan pelatihan atau 

pembinaan bagi pelaku usaha bawang putih dalam negeri. 

 

Pemerintah mengatakan pengusaha berskala mikro, kecil dan 

menengah bawang putih masih belum siap dan belum mampu bersaing 

dengan produksi bawang putih impor yang membanjiri Indonesia. Namun 

menurut penulis, bukan pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah 
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yang belum siap dengan pasar bebas melainkan pemerintahlah yang belum 

siap memberikan tempat dan kondisi yang baik bagi pelaku usaha, kecil 

dan menengah untuk bersaing dengan barang-barang dari luar yang masuk 

ke Indonesia. Dan belum terjadinya koordinasi yang baik antara instansi 

dinas terkait yang berakibat ketidakseriusan dalam melakukan 

perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru. 

Sebenarnya salah satu bentuk perlindungan bagi para pelaku usaha 

UMKM juga sudah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008 Tentang UMKM sebagai berikut: 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat 

memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, 

yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan 

menguntungkan. 

Kemitraan antar usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kemitraan 

antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar 

Mencakup Proses alih Keterampilan di bidang Produksi dan 

Pengolahan, Pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan 

Teknologi. 

 

Dari penjelasan Undang-Undang diatas seharusnya pemerintah 

yang dalam hal ini dinas terkait seharusnya pemerintah lebih 

memperhatikan dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk lebih 

meningkatkan UMKM atau koperasi di bidang pertanian khsusnya dalam 

memproduksi bawang putih buatan dalam negeri dalam gempuran produk 

bawang putih impor yang menguasai pasar dalam negeri. 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan UMKM di daerah, dengan karakteristiknya yang relatif 

aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global karena 
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lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, 

UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. UMKM juga memiliki peran 

yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi daerah maupun dalam 

mengurangi pengangguran. Tentu pemerintah harus memberikan perhatian 

lebih bagi berkembangnya lapangan usaha yang akan tersedia nantinya. 

Pemerintah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat 

mereka harus berjuang untuk bertahan dengan terjadinya serbuan produk 

impor di pasar dalam negeri yang akan mendominasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Akhirnya penulis sampai kepada bagian penutup yang merupakan 

Bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dan pembahasan yang penulis 

sampaikan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dampak dari perjanjian ACFTA bagi usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) bagi pedagang bawang putih impor di Pasar 

Bawah Kota Pekanbaru, pada dasarnya ACFTA memberikan dua 

keuntungan yaitu keuntungan positif dan keuntungan negatif. 

Namun bagi produsen bawang putih buatan lokal yang memasok 

bawang putih dan pedagang yang menjual bawang putih di Kota 

Pekanbaru yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan 

menengah mengalami kerugian atau dapat dikatakan menerima 

dampak negatif dari adanya perjanjian ACFTA. Hal ini didasarkan 

pada maksud dari adanya perjanjian ACFTA yang bertujuan untuk 

membuka pasar bebas bagi negara-negara anggota ASEAN dengan 

China untuk melakukan ekspor dan impor barang dengan tarif 0%.  

2. Kendala pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi pengusaha 

berskala mikro, kecil dan menengah bagi pedagang yang menjual 

bawang putih impor asal China terhadap dampak perjanjian 

ACFTA. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan dari pemerintah 
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sendiri dalam menyikapi perjanjian yang seharusnya mendapat 

perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Selain itu faktor-

faktor yang menjadi kendala bagi perlindungan usaha dalam 

produksi dan pedagang yang menjual bawang putih yang juga 

terdapat pada pedagang sendiri yang tidak terbuka terhadap dunia 

pasar bebas dalam era modern ini. Tidak ada kesatuan antara 

produsen dan pedagang bawang putih untuk membangun usaha  

bersama agar menjadi salah satu produsen yang siap untuk bersaing 

dengan barang-barang dari negara China. 

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah diharapkan dengan adanya dampak ACFTA yang 

menimbulkan dominasi bawang putih impor asal China agar lebih 

memperhatikan nasib pelaku usaha berskala mikro, kecil dan 

menengah dengan koperasi di bidang pertanian di Provinsi Riau 

serta pedagang yang menjual bawang putih impor asal China di 

Pasar Bawah Kota Pekanbaru. 

2. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan meningkatkan sarana 

prasarana bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dalam hal ini 

perdagangan bawang putih untuk dapat menunjang dan 

meningkatkan kemampuan serta daya saing produksi bawang putih 
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dalam negeri agar dapat siap menghadapi dampak negatif adanya 

ACFTA. 
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